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WALIKOTA PALANGKA RAYA

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN WALIKOTA PALANGKA RAYA

NOMOR 29 TAHUN 2020
TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH LABORATORIUM LINGKUNGAN
PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA PALANGKA RAYA

Mer.imbang :

DENGAN RAHMAT TUHAN YANC MAHA ESA

WALIKOTA PALANGKA RAYA,

bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 20
ayat (1), dan ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan
dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis
bahwa Pemerintah Kabupaten/Kota dapat membentuk
Unit Pelaksana Teknis (UPT), dan ditetapkan dengan
Peraturan Walikota;

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6
Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 6 Tahun
2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kota Palangka Raya;

bahwa pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah
(UPTD) Laborarorium Lingkungan pada Dinas
Lingkungan Hidup Kota Palengka Raya untuk
melaksanakan kegiatan teknis operasicnal berdasarkan
kebutuhan daerah yang telah memenuhi kriteria dan
ketentuan  Peraturan Perundang-Undangan yang
berlaku;

bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, b dan huruf ¢, maka perlu
menetapkan Peraturan Walikota tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit
Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Lingkungan
Pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Palangka Raya;



Mengingat

1. Undang-Undang Nomor S Tahun 1965 tentang
Pembentukan Kotapradja Palangka Raya (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2753);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nornor 4437);

3. Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Lembaran Negara Repubik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan  Peraturan  Perundang- Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6398);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5494);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



7.

10.

11.

12,

Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang
Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan
Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4018) scbagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu 2002 Nomor
33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4194);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2015 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun
2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indoniesia Nomor 6402);

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 Tentang
Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2014 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan (Lembaran Negarea Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 199);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6037;

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang
Pembinaan Dan Pengawasan Pemelenggaman
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 604 1);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007
tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat
Daerah sebagaimana telah diubah dengan peraturan
Mentri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
57 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Teknis Penataan
Organisasi Perangkat Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 537);



13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 6 Tahun
2009 tentang Laboratorium Lingkungan;

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Nomor P.74/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 tentang
Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan
Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Urusan
Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Urusan
Pemerintahan Bidang Kehutanan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1324);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017
tentang Pedoman Pembentukan Dan Klasifikasi Cabang
Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Daerah
Kota Paiangka Raya Tahun 2017 Nomor 451);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036),
sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 157);

Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 6 Tahun
2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota
Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2);
Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 21 Tahun
2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019
Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka
Raya Nomor 16);

Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 44 Tahun
2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas,
Fungsi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota
Palangka Raya (Berita Daerah Kota Palangka Raya
Tahun 2019 Nomor 44);



Menetapkan :

MEMUTUSKAN:

PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEDUDUKAN,
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA
KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
LABORATORIUM LINGKUNGAN PADA DINAS LINGKUNGAN
HIDUP KOTA PALANGKA RAYA

- BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Palangka Raya.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Palangka
Raya.

3. Walikota adalah Walikota Kota Palangka Raya.

4. Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup Kota Palangka
Raya.

5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN
adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai
pemerintah dengan perjanjian kerjayang bekerja pada
instansi pemerintah.

6. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut
Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai
pemerintah dengan perjanjian kerjayang diangkat oleh
pejabat pembina kepegawaiandan diserahi tugas dalam
suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara
lainnya dan digaji berdasarkan Peraturan Perundang-
Undangan.

7. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang
berisi fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan
publik serta  administrasi  pemerintahan dan
pembangunan.

8. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang
berisikan fungsi dan tugas berkaitan dengan kegiatan
pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian
dan keterampilan tertentu.

9. Nama-nama Jabatan Pelaksana adalah sebutan yang
menjadi identitas penamaan jabatan di bawah eselon IV.

10. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kota Palangka Raya.



11.

12.

13.

14.

15.

16.

Sekretaris ' Dinas adalah Sekretaris pada Dinas
Lingkungan Hidup Kota Palangka Raya.

Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya
disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas

Laboratorium Lingkungan pada Dinas Lingkungan

Hidup Kota Palangka Raya.
Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis
Dinas Laboratorium Lingkungan pada Dinas

Lingkungan Hidup Kota Palangka Raya.

Sub Bagian Tata Usaha adalah Sub Bagian Tata Usaha
pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium
Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kota
Palangka Raya.

Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Kepala Sub
Bagian Tata Usaha pada Unit Pelaksana Teknis
Laboratorium Lingkungan pada Dinas Lingkungan
Hidup Kota Palangka Raya.

Laboratorium Lingkungan adalah laboratorium yang
mempunyai sertifikat akreditasi laboratorium pengujian
parameter kualitas lingkungan dan mempunyai
identitas registrasi. Pengujian parameter kualitas
linockungan yang selanjutnya disebut pengujian adalah
suatu kegiatan teknis yang terdiri atas perietapan dan
penentuen satu sifat atau lebih parameter kualitas
lingkungan sesuai dengan prosedur yang telah
ditetapkan.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk Unit Pelaksana
Teknis Daerah (UPTD) Laboratorium Lingkungan pada
Dinas Lingkungan Hidup Kota Palangka Raya dengan
klasifikasi Kelas A.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

(I) Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah

(UPTD) Laboratorium Lingkungan pada Dinas
Lingkungan Hidup Kota Palangka Raya, terdiri dari:




a. Kepala;
b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
c. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis
Daerah (UPTD) Laboratorium Lingkungan pada Dinas
Lingkungan Hidup Kota Palangka Raya sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran
yang merupakan Dbagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Walikota ini.

BAB IV
KEDUDUKAN

Pasal 4

(1) Unit  Pelaksana  Teknis Daerah  Laboratorium
Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kota
Palangka Raya berkedudukan sebagai unsur pelaksana
teknis operasional yang melaksanakan sebagian tugas
dinas.

(2) Unit Pelaksana  Teknis Daerah  Laboratorium
Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kota
Palangka Raya dipimpin oleh seorang kepala yang dalam
melaksanakan tugasnya berada dibawah dan
bertanggung jawab kepada kepala dinas melalui
sekretaris.

BAB V
TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 5

Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Laboratorium

Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Palangka

Raya, mempunyai tugas pokok:

a. menyelenggarakan sebagian kegiatan teknis operasional
dan/atau kegiatan teknis penunjang dinas di bidang
lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan Perundang-
Undangan,;

b. menyusun program, mengkoordinasikan, membina,
mengatur, mengendalikan, dan mengevaluasi
pelaksanaan preparasi sarana pengujian dan analisa
parameter kualitas lingkungan,

c. menyusun program, mengkoordinasikan, membina, dan

mengatur pengujian dan analisa parameter kualitas



lingkungan;

menyusun program, mengkoordinasikan, membina,
mengatur dan mengendalikan standar kompetensi
pengelolaan sumberdaya laboratorium dan manajemen
mutu Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Lingkungan;
menyusun program, mengkoordinasikan, membina,
mengatur, mengendalikan, dan mengevaluasi
penanganan pengaduan hasil pengujian;

menyusun program, mengkoordinasikan, membina,
mengatur, dan mengendalikan standar kompetensi
pengelolaan sumber daya laboratorium; dan
melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan oleh kepala
dinas sesuai dengan bidang tugas.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud
dalam pasal (5), Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD)
Laboratorium Lingkungan menyelenggarakan fungsi:

a.

b.

(1)

penyusunan kebijakan teknis operasional pengelolaan
Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Lingkungan;
penyusunan program, koordinasi, pembinaan,
pengaturan, clan pengendalian pengujian contoh sampel
sesuai parameter kualitas lingkungan

penyusunan program, koordinasi, pembinaan,
pengaturan, dan pengendalian standar kompetensi
sumber daya dan manajemen mutu Unit Pelaksana
Teknis Labcratorium Lingkungan;

pembinaan, pengaturan dan pengendalian
ketatausahaan; dan

pelaksanaan pembinaan, monitoring, evaluasi dan
pelaporan pelaksaan tugas.

BAB VI
URAIAN TUGAS
Pasal 7
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud
pada pasal (5), Kepala UPTD Laboratorium Lingkungan,
mempunyai tugas pokok:
a. memimpin, merencanakan dan mengkoordinir serta
mengendalikan program kegiatan di bidang
laboratorium lingkungan,;




b. mengawasi dan melaporkan pelaksaan tugas; dan

C.

melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh

Kepala Dinas.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Kepala UPTD Laboratorium Lingkungan,

mempunyai fungsi:

(3)

a.

b.

pengujian dan analisis serta metode analisis
laboratorium untuk seluruh komponen lingkungan;
pengembangan teknis dan metode analisis
laboratorium lingkungan sesuai dengan sistem mutu
laboratorium dan standar yang berlaku;

pelaksanaan penelitian dan pengujian mutu
lingkungan,;

pelaksanaan kegiatan antar laboratorium
lingkungan,;

pelaksanaan analisis laboratorium sebagai
laboratorium rujukan; dan

pelaksanaan  kegiatan  ketatausahaan  teknis
laboratorium.

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), Kepala UPTD merencanakan kegiatan
operasional sebagai berikut:

a.

menyelia dan memberikan petunjuk pelaksanaan
tugas kepada bawahan sesuai dengan peraturan dan
prosedur yang berlaku;

memantau, mengevaluasi dan menilai hasil kerja
bawahan dalam  pelaksanaan tugas untuk
pembinaan karir;

merencanakan bahan kebijakan pengembangan
teknis dan metode analisis laboratorium lingkungan
sesuai dengan sistem mutu laboratorium dan
standar yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan
kegiatan;

merencanakan bahan pelaksanaan penelitian dan
pengujian mutu lingkungan serta uji profisiensi
antar laboratorium lingkungan sesuai dengan sistem
mutu laboratorium dan standar yang berlakuuntuk
kelancaran pelaksanaan kegiatan; dan
merencanakan bahan pelaksanaan analisis
laboratorium sebagai laboratorium rujukan sesuai
dengan sistem mutu laboratorium dan standar yang
berlaku untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan.




(1)

(3)

-10-

Pasal 3

Sub Bagian Tata Usaha UPTD Laboratorium

Lingkungan, mempunyai tugas pokok:

a. melaksanakan urusan umum dan perlengkapan,
kepegawaian, keuangan serta penyusunan evaluasi
dan pelaporan tugas Unit Pelaksana Teknis Daerah,;
dan

b. melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh
Kepala UPTD sesuai dengan bidang tugas.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) Sub Bagian Tata Usaha Unit Pelaksana

Teknis Daerah Laboratorium Lingkungan, mempunyai

fungsi:

a. mengelola urusan umum;

b. mengelola urusan keuangan;

c. mengelola urusan perlengkapan; dan

d. mengelola urusan rumah tangga.

Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai rincian

tugas sebagai berikut:

a. menyusun rencana operasional Sub Bagian Tata
Usaha Unit Pelaksana Teknis;

b. menyelia dan memberikan petunjuk pelaksanaan
tugas kepada bawahan sesuai dengan peraturan dan
prosedur yang berlaku;

c. memantau, mengevaluasi dan menilai hasil kerja
bawahan dalam pelaksanaan tugas untuk
pembineaan karir;

d. menyusun bahan penyusunan Kkebijakandan
penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan
pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian,
perlengkapan, inventarisasi aset, rumah tangga dan
kearsipan lingkup UPTD berdasarkan ketentuan
Peraturan Perundang-Undangan,

e. melaksanakan administrasi penatausahaan
keuangan, kepegawaian perlengkapan, rumah
tangga, kearsipan dan inventarisasi aset di lingkup
UPTD; ~

f. melaksanakan  pengelolaan  sistem  informasi
administrasi penatausahaan keuangan,
kepegawaian, kearsipan, perlengkapan, rumah



(1)

-11-

tangga dan inventarisasi aset UPTD berdasarkan
ketentuan Peraturan Perundang-Undangan; dan

g menyusun rencana kerja, perjanjian kinerja, bahan
rencana.

Pasal 9
Kelompok Jabatan Fungsional pada UPTD Laboratorium
Lingkungan mempunyai tugas menyelenggarakan
pengendalian pengujian contoh sampel yang terdiri dari:
a. Pengendali Dampak Lingkungan; dan
b. Pengawas Lingkungan Hidup.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud

(1)

(2)

(3)

(4)

pada ayat (1), Kelompok Jabatan Fungsional

melaksanakan fungsi:

a. pengujian;

b. pemeriksaan;

C. pengawasan dan penyidikan; dan

d. melaporkan bukti pengujian dan pemeriksaan serta
pengawasan.

BAB VII
TATA KERJA

Pasal 10
Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPTD wajib
menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, simplifikasi
dan sinkronisasi secara vertikal maupun horizontal baik
dalem lingkungan Unit Pelaksana Teknis maupun
dengan unit organisasi lainnya sesuai dengan tugas
pokok dar. fungsi masing-masing.
Kepala UPTD bertanggung jawab memimpin dan
mengkoordinasikan bawahannya dan memberikan
bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas
bawahannya.
Kepala UPTD menyampaikan laporan  secara
berkala/sewaktu-waktu apabila diperlukan kepada
Kepala Dinas.
Setiap laporan yang diterima oleh Kepala UPTD dari
bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai
bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijaksanaan
lebih lanjut.
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BAB VIII
KEPEGAWAIAN

Pasal 11

(1) Kepala UPTD Laboratorium Lingkungan, Kepala Sub
Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional
diangkat dan diberhentikan oleh Walikota atas usulan
Sekretaris Daerah.

(2) Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
wajib mengikuti standar kompetensi teknis di bidang
Urusan Pemerintahan yang ditangani yang sesuai
ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

(3) Kepala UPTD merupakan jabatan Eselon IV.a dan
Kepala Sub Bagian Tata Usaha merupakan jabatan
struktural Eselon IV.b.

(4) Pembinaan kepegawaian di lingkungan Unit Pelaksana
Teknis Satuan Organisasi Perangkat Daerah dilakukan
oleh Walikota sebagai pembina Pegawai Negeri Sipil.

: Pasal 12

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan

kepegawaian ‘di lingkungan Unit Pelaksana Teknis

Laboratorium Lingkungan diangkat dan diberhentikan oleh

pegawai yang berwenang sesuai dengan Peraturan

Perundang-Undangan.

BAB IX
PEMBIAYAAN

Pasal 13

(1) Pembiayaan untuk mendukung kegiatan Unit Pelaksana
Teknis di Lingkungan Dinas dibebankan kepada
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota
Palangka Raya, Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat
sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-
Undangan.

(2) Pembiayaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah (APBD) Kota Palangka Raya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggarkan dan
ditetapkan melalui Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA)



=13

pada Dinas yang membawahi Unit Pelaksana Teknis

dimaksud.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka
Peraturan Walikota Nomor 10 Tahun 2018 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata
Kerja Dinas Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium
Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Palangka
Raya (Berita Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2018
Nomor 10), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Walikota ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palangka Raya.

‘ Ditetapkan di Palangka Raya
: pada tanggal 11 Septemoer 2020

Diuadangkan di Palangka Raya
pada tanggal 11 September 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA PALANGKA RAYA,

ﬁ}{A NUGRAHAYU
BERITA DAERAHKOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2020 NOMOR 28
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